LEMBARAN DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR : S SERI:E NOMOR:2 TAHUN : 2007

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 5 TAHUN 2007

TENTANG

PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP
DI PROVINSIJAWATENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR JAWATENGAH,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemanfaatan sumber
daya alam dan lingkungan hidup untuk
kesejahteraan masyarakat, diperlukan upaya
penyelenggaraan kebijakan tata pemerintahan
bidang lingkungan hidup yang baik guna
mewujudkan pembangunan berkelanjutan di
Provinsi Jawa Tengah;
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Mengingat

b.

(S )

bahwa pencemaran dan atau kerusakan
lingkungan telah menurunkan kualitag

lingkungan hidup yang dapat mengancam
kelangsungan hidup masyarakat dap
pembangunan berkelanjutan, maka diperlukan
upaya pengendalian lingkungan hidup;

bahwa dengan telah diundangkannya Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah, Peraturan Daerah
Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor
1 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Lingkungan
Hidup di Provinsi Daerah Tingkat I Jawa
Tengah sudah tidak sesuai lagi dan perluditinjau
kembali;

bahwa berdasarkan pertimbangan
sebagaimana dimaksud hurufa, sampai dengan
huruf ¢, perlu menetapkan Peraturan Daerah
tentang Pengendalian Lingkungan Hidup Di
Provinsi Jawa Tengah;

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950
tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967
tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok
Pertambangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
283);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang
Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3209);



10.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984
tentang Perindustrian (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3274);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990
tentang Konservasi Sumber Daya Alam
Hayati Dan Ekosistemnya (Lembaran Negara

-Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3419);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992
tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1992
Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3470);

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992
tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3480);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997
tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3699);

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999
tentang Kehutanan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3888);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004
3
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12.

13.

14.

15.

gumber Daya Air (Lembarap
publik Indonesia Tahun 2004
Tambahan Lembaran Negara

or 323
Nom Nomor 4377),

Republik Indonesia
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan
[embaran Negara Republik Indonesia Nomor

4389);

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004
tentang Perkebunan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4411);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4421);

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004
tentang Perikanan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4433);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor



8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah Menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4548):;

16. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004
tentang Perimbangan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

17. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007
tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4725);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991
tentang Sungai (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1991 Nomor 44, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

3516);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1995
tentang Perlindungan Tanaman (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1995
Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3645);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
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(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahup
1997 Nomor 96, Tambahan Lembaran Nega -,
Republik Indonesia Nomor 3721),

1. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1993
tentang Kawasan Suaka Alam Dan Kawasap

Pelestarian Alam (Lembaran Negara Repub|ik

- 4 Indonesia Tahun 1998 Nomor 132, Tambahap

e [embaran Negara Republik Indonesia Nomgy
3776);

72 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999
tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan
Satwa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 14, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

3803);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999
tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan Dan
Satwa Liar (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 15, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

3802);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999
tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya
Dan Beracun (B3) (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 31,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3815) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor
85 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999
tentang Pengelolaan Limbah B3 (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1999




Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3910);

25. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999
tentang Pengendalian Pencemaran Dan Atau
Perusakan Laut (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 32, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3816);

26. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999
tentang Analisis Mengenai Dampak
Lingkungan Hidup (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3838);

27. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999
tentang Pengendalian Pencemaran Udara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3853);

28. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2000
tentang Lembaga Penyedia Jasa Pelayanan
Penyelesaian Sengketa Lingkungan Di Luar
Pengadilan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 113, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3982);

29. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001
tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya Dan
Beracun (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 138, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4153);



30. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 200]

31.

35,

34.

tentang Pengelolaan Kuali.tas Air Day,
Pengendalian Pencemaran Au- (Lembaray
Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 153, Tambahan Lembaran Negary
Republik Indonesia Nomor 4161);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005
tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007

tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antar
Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan
Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);

Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990
tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah
Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan,
Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi Dan
Susunan Organisasi Badan Informasi,
Komunikasi Dan Kehumasan, Badan
Koordinasi Pembangunan Lintas Kabupaten
/ Kota Provinsi Jawa Tengah Wilayah I,
Wilayah II, Dan Wilayah III, Badan
Kepegawaian Daerah, Badan Pendidikan Dan
Pelatihan, Badan Pengelolaan Dan
Pengendalian Dampak Lingkungan, Badan



38,

Kesatuan Bangsa Dan Perlindungan
Masyarakat, Badan Penanaman Modal,
Badan Pengawas, Badan Bimbingan Massal
Ketahanan Pangan, Badan Penelitian Dan
Pengembangan, Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah, Badan Arsip Daerah,
dan Badan Pemberdayaan Masyarakat
Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2001 Nomor 27)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun
2006 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun
2001 tentang Pembentukan, Kedudukan,
Tugas Pokok, Fungsi Dan Susunan Organi- sasi
Badan Informasi, Komunikasi Dan
Kehumasan, Badan Koordinasi Pembangunan
Lintas Kabupaten/K ota Provinsi Jawa Tengah
Wilayah I, Wilayah I, Dan Wilayah III, Badan
Kepegawaian Daerah, Badan Pendidikan Dan
Pelatihan, Badan Pengelolaan Dan
Pengendalian Dampak Lingkungan, Badan
Kesatuan Bangsa Dan Perlindungan
Masyarakat, Badan Penanaman,Modal,
Badan Pengawas, Badan Bimbingan Massal
Ketahanan Pangan, Badan Penelitian Dan
Pengembangan, Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah, Badan Arsip Daerah,
dan Badan Pemberdayaan Masyarakat
Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2006 Nomor 4

Seri D Nomor 4);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah
Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pengelolaan
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36.

3.

38.

39.

40.

TWINt

Kualitas Air Dan Pengendalim.l Pence.ma}-an Air
Lintas Kabupaten/Kota D1 Prow-nm- Jawa
Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawg
Tengah Tahun 2003 Nomor 132);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah
Nomor 21 Tahun 2003 tentang Rencana Taty
Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah

embaran Daerah Provinsi Jawa Tengah

Tahun 2003 Nomor 133);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah
Nomor 22 Tahun 2003 tentang Pengelolaan
Kawasan Lindung Di Provinsi Jawa Tengah
(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2003 Nomor 134);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah
Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyidik
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2004 Nomor 5
Seri E Nomor 2); |

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah
Nomor 10 Tahun 2004 tentang Baku Mutu Air
Limbah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa
Tengah Tahun 2004 Nomor 45);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah
Nomor 11Tahun 2004 tentang Garis Sempadan
(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2004 Nomor 46 Seri E Nomor 7);



gl

Dengan Persetujuan Bersama

pEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI

JAWATENGAH
dan
GUBERNUR JAWATENGAH
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA

TENGAH TENTANG PENGENDALIAN -
LINGKUNGAN HIDUP DI PROVINSI JAWA

TENGAH.

BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan :

1.
Z.

Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.

- Pemerintah Daerah adalah Gubernur, dan perangkat daerah

sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa
Tengah.

Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.

Instansi yang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup
adalah Instansi yang berdasarkan tugas pokok serta fungsinya
melaksanakan pengelolaan dan pengendalian lingkungan hidup

di Provinsi Jawa Tengah.

Pejabat yang berwenang adalah Menteri, Gubernur, Bupati/
Walikota atau pejabat dibawahnya yang mempunyai/mendapat

11
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10.

12,

L3,

14.

12

kewenangan dalam pcngumbilzm keputusan terhadap Suaty,

kegiatan/aktifitas.
Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Provinsi Jawa Tengap,

adalah kesatuan ruang dengan semua benda,
akhluk hidup, termasuk manusia dqp,

perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dap,
kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah upaya terpadu untuk
melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanagy,
peniataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihap,
pengawasan dan pengendalian lingkungan hidup.

Pengendalian Lingkungan Hidup adalah setiap upaya atau kegiatan
pencegahan dan/atau penanggulangan dan atau pemulihan terhadap
pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, meliputi
perencanaan, penataan, pemanfaatan, pengembangan,

pemeliharaan, pemulihan, monitoring, evaluasi, dan pengawasan

Lingkungan Hidup
daya, keadaan, dan m

serta penataan.
Dampak Lingkungan Hidup adalah pengaruh perubahan pada

lingkungan hidup yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau

kegiatan.
Pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup

adalah upaya sadar dan terencana, yang memadukan lingkungan
hidup, termasuk sumber daya, kedalam proses pembangunan untuk
menjamin kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi

masa kini dan generasi masa depan.

Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan
kesatuan utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam
membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktifitas lingkungan

hidup.
Baku Mutu Lingkungan Hidup adalah ukuran batas atau kadar
makhluk hidup, zat, energi atau komponen yang ada atau harus



16.

17.

18.

19.

21.

ada dan/atau unsur pencemar yang ditcnggang keberad
dalam suatu sumber daya tertenty sebagai unsur lingkun gaj: ;n(;\ N
idup.

1>clcslal:iaﬂ fungsi lingkungan hidup adalah rangkaian upaya untuk
memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung

lingkungan hidup.
Daya dukung lingkungan hidup adalah kemam :

: - puan lingkungan
hidup untuk mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup
lain.

Qaya tampung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan
hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang
masuk atau dimasukkan ke dalamnya.

Pelestariag daya dukung lingkungan hidup adalah rangkaian upaya
untuk melindungi kemampuan lingkungan hidup terhadap tekanan
perubahan dan/atau dampak negatif yang ditimbulkan oleh suatu
kegiatan, agar tetap mampu mendukung perikehidupan manusia
dan makhluk hidup lain.

Pelestarian daya tampung lingkungan hidup adalah rangkaian upaya
untuk melindungi kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap
zat, energi, dan/atau komponen lain yang dibuang ke dalamnya.

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya

disingkat AMDAL adalah kajian mengenai dampak besar dan

penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada
lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan
keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat
UKL dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya
disingkat UPL adalah upaya yang dilakukan dalam pengelolaan
dan pemantauan lingkungan hidup oleh penanggung jawab usaha
dan/atau kegiatan yang tidak wajib melakukan Analisis Mengena

Dampak Lingkungan Hidup.
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22, Surat Pemyataan

Pengelolaan Lingkungan yang selanjutny,
disingkat SPPL adalah surat k'cszmggulp:m (l'lﬂr(l pff:mr;karsa untuk
mreneclola lingkungan sclmg:ndmnpuk dari aktifitas kegiatanny,
~ Kajpan Lingkungan adalah Sl.liltu sludiyang flirl:%ksttx'nakan untuk
mengkaji dan mengevaluasi danTpak aktifitas usaha dan/atay,
gKa hidup dan dilengkapi dengap,

kegiatan terhadap lingklfngan
rekomendasi pengelolaan lingkungannya.

. Pemangku kepentingan adalah masyarakat, lembaga bajk

pemerintah maupun swasta/pengusaha, Ler}lbaga Pendidikan,
I embaga Swadaya Masyarakat sebagai para pihak yang satusama
lain mc?npunyai kepentingan ataupun ?(epeduhan terhadap suaty
kegiatan atau kebijakan baik mempunyal pengaruh langsung mapun
tidak langsung terhadap kepentingan mereka.
. Wilayah Sungai yang selanjutnya disingkat WS adalah Kesatuan
wilayah pengelolaan sumber daya air dalam satu atau lebih daerah
aliran sungai dan/atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang darj

atau sama dengan 2.000 km®.

. DaerahAliran Sungai yang selanjutnya disingkat DAS adalah suatu
wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan

anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan,

dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau

ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah

topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang

masih terpengaruh aktivitas daratan.

. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang
termasuk masyarakat atau masyarakat hukum adat atau badan

hukum yang berkepentingan dengan kegiatan dan hasil

pembangunan baik sebagai penanggung biaya, pelaku, penerima

manfaat maupun penanggung risiko.

: I’.cnccmaran lingkungan hidup adalah masuknya atat

dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen



o

[ain kedalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga
Lualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan
lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan

pcmnluk.kmuly a.

,,'q Kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan langsung atau

“" (idak langsung terhadap sifat fisik dan/atau hayatinya yang
mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi lagi dalam
menunjang pembangunan berkelanjutan.

30. Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup adalah ukuran batas
perubahan sifat fisik dan/atau hayati lingkungan hidup yang dapat

ditenggang.

31. Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat B-3
adalah setiap bahan yang karena sifat atau konsentrasi, jumlahnya,
baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan
dan/atau merusakkan lingkungan hidup, kesehazan, kelangsungan
hidup manusia serta makhluk hidup lain.

32. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat
limbah B-3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang

mengandung Bahan Berbahaya dan Beracun yang karena
sifat dan/atau konsentrasinya dan/atau jumlahnya, baik secara

langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau
merusakkan lingkungan hidup, dan/atau dapat membahayakan

lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta
makhluk hidup lain.

Sengketa Lingkungan Hidup adalah perselisihan antara dua pihak
atau lebih yang ditimbulkan oleh adanya atau diduga adanya
pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

34. Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah yang selanjutnya
disingkat PPLHD adalah Pegawai Negeri Sipil yang berada pada
Instansi yang bertanggung jawab di Daerah/K abupaten/Kota yang
memenuhi persyaratan tertentu dan diangkat oleh Giibernur/Bupati/

Walikota.

33,
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39

40.

41.

16

selanjutnya disingkat P¢j

‘

i Negeri Sipil Lingkun an 1
Pt ganH
' LP .nbal PP_NS Lingkungan Hidll:lUp Yan
i negeri sipil yang diangkat oleh Menteri KQI‘)] ad_alah
gas dan fungsinya melakukan penyidikan ¢; i
[’ku“gan

Pcjabat Penyidik Pegawa

pejabat pegaws
dan HAM yang tu
pidana lingkungan hidup

Hidup.
Penyidik Pegawal Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat pp
NS

adalah pejabat penyidik pegawai negeri sipil tertentu di I
. ; tu di lingky,
Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus olelian daran
Undang untuk melakukan penyidikan terhadap Pelangg g-
aran

Peraturan Daerah.
Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia
atay

pejabat Pegawai Negerl Sipil tertentu iberi
yang diben1 we
oleh Undang-Undang untuk melakukan Penyidjkanwenang khusyg

Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari

dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana

guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan idikan
cara yang diatur dalam Undang-Undang. Y et
Penyidikan adalah serangkaian tindak i |
: an penyidik
mftr;umt cara yang diatur dalam Undang—Undy;ng Ssislkn nl::l dan
ts:ntailengmnpulk?n bukti yang dengan bukti itu membuat télracin
g tindak pidana yang terjadi dan guna menemukarg1

tersangkanya.

Audit Li :

di;jiclltlk I;;n(il:ﬁngan hidup z-idalah suatu proses evaluasi yang

et lI{)enanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk

e e tglot ae:liaatan terhadap persyaratan hukum yang berlaku

——— jaksanaan dan standar yang ditetapkan oleh
gung jawab usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan.

Penan y 1

pemmggg;: (él,ajrz:/\:taab usaha dan/atau kegiatan adalah setiap orané:
berpotensi menj : l;adan hukum yang usaha dan/atau kegiatanny?
' mbulkan kerusakan dan/atau pencemardt

lingkungan,



pengendalian lingkungan hidup dilaksanakan de —
keadilan ; =

a.
b. keberlanjutan;

c. keseimbangan;

d. kemanfaatan;

e. ketaatan dan penegakan hukum-
f  kelestarian; ’
g  partisipasi;

h.  transparansi;

1.  kesetaraan;

J.  dayatanggap;

k. wawasan kedepan;

1l akuntabilitas;

m pengawasan;

n.  profesionalisme;

0. efisiensi dan efektivitas;

p. Keterpaduan.

Pasal 3

Tujuan pengendalian lingkuhgan hidup adalah untuk mencegah dan
menanggulangj sertamemulihkan akibat terjadinya pencemaran dan/
atau kerusakan lingkungan hidup, serta memelihara dan melestarikan
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N

ungan hidup bagi pcmbangun
an

: dan lingk
alam asyarakat.

rdaya
Y jahteraan m

si sumbe
fur ntuk kes¢

berkelanjutan U
Pasal 4
g, dalian Lingkungan Hidup )
1) Ruang lingkup pengen Y melipy
) Iiu;r:g Lingk agaimana .dimak§u-d pada ayag ()
mempertimbangkan aspek ekologis, administratif, tekno] ogi
kelembagaan, sosial, ekonomi dan budaya. )

p seb

BAB III
KEBIJAKAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP
Pasal 5
(1) Kebijakan pengendalian lingkungan hidup dilaksanakan secarg
terpadu antar wilayah, bidang, dan pemangku kepentingan dengan

konsisten dan keberlanjutan

(2) Pelaksanaan pengendalian lingkungan hidup berpedoman pada
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi/Kabupaten/K ota dan hasil

kajian lingkungan hidup.

Pasal 6

(1) Pengenfialian lingkungan hidup dilaksanakan melalui koordinasi
dan kerjasama antar Daerah, Daerah dengan Kabupaten/Kota,

Sertaanar Kabupaten/Kota mulai dari perencanaan, pelaksanaan,
monitoring, evaluasi dan pengawasan.

!) Pelaksanaan pengendalian lingkungan hidup meliputi upaya
geaﬁ/c;gl:in’ pe nanggl}langan, dan pemulihan terhadap pencemarat
skapiston gr;ssakan lingkungan hidup berdasarkan pendekatan

, daratan, pesisir, laut dan pulau-pulau kecil



a

*

Gubermur melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan
;fngcndnlinn lingkungan hidup di DaeralvKatn ipaten/K ota.

BAB IV

WwEWENANG TANGGUNG JAWAB DAN KEWAJIBAN

PEMERINTAH DAERAH

Bagian Pertama
Wewenang

Pasal 7

wewenang Pemerintah Daerah meliputi :

a.

menetapkan kebijakan pengendalian lingkungan hidup berdasarkan
kebijakan nasional pengelolaan lingkungan hidup;
mengkoordinasikan pengendalian terhadap pencemaran dan/atau
kerusakan lingkungan hidup;

menetapkan pola dan rencana pengendalian lingkungan hidup pada
ckosistem DAS, daratan, pesisir, laut dan pulau-pulau kectl, serta

wilayah lintas Kabupaten/Kota;

menetapkan pola dan rencana pengendalian terhadap pencemaran
dan/atau kerusakan air, tanah, udara, kebisingan, getaran, kebavan

dan radiasi;
menetapkan pedoman, prosedur, dan standar pengendalian
terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;

menerbitkan dan mencabut perizinan di bidang lingkungan hidup;

menetapkan kelayakan kajian lingkungan hidup suatu rencana
usaha dan/atau kegiatan;

menetapkan baku mutu lingkungan hidup daerah dan laboratorium
lingkungan;
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tampung beban pencemaran air pada Sumbe
tu air, mutu air sasaran pada sumpe, air
n/Kota, dan status muty udar;:

menetapkan daya
air, kelas air, status mu
sungai lintas wilayah Kabupate

ambien Daerah; - .
j. fasilitasi penanganan sengketa lingkungan hidup lintas Kabupaxen/
Kota.
Bagian Kedua
Tanggung jawab
Pasal 8

Tanggung jawab Pemerintah Daerah meliputi :

a. melaksanakan kebijakan pengendalian lingkungan hidup
berdasarkan kebijakan nasional;

b. melaksanakan pengendalian terhadap pencemaran dan/atay
kerusakan lingkungan hidup lintas Kabupaten/K ota pada ekosistem
DAS, daratan, pesisir, laut dan pulau-pulau kecil;

c. memfasilitasi dan mengembangkan teknologi ramah lingkungan
hidup;

d. meningkatkan kepedulian masyarakat dalam penanganan dan
pelestarian lingkungan hidup.

Bagian Ketiga
Kewajiban
Pasal 9
Kewajiban Pemerintah Daerah meliputi :
a.  menumbuhkan, mengembangkan, meningkatkan dan mewuj u@

k ' ;
mz;ﬂa?dzm anggung jawab para pengambil keputusan dan
al dalam pengendalijan lingkungan hi dup;
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menumbuhkan, mengembangkan, meningkatkan dan mewujudkan

kepedulian kemitraan antara masyarakat, dunja usaha dan
pemerintah daf:rah dalam upaya peningkatan daya dukung dan
daya tampung lingkungan hidup;

mengembmgkan dan menerapkan upaya pengendalian dampak
lingkungan hidup yang dapat menjamin terpeliharanya daya dukung
dan daya tampung lingkungan hidup;

melaksanakan konservasi sumber daya alam terbaharui dan tidak

terbaharui;

melestarikan nilai sosial budaya dalam rangka pelestarian fungsi
—

melestarikan kawasan lindung, keberadaan situ, sumber air, situs
kepurbakalaan dan cagar budaya;

meningkatken kemampuan masyarakat untuk memanfaatkan dan
mengembangkan teknologi ramah lingkungan hidup;

melaksanakan kajian, penelitian dan pengembangan potensi serta
permasalahan sumber daya alam dan lingkungan hidup;

menyediakan informasi lingkungan hidup dan menyebarluaskannya
kepada masyarakat;

memberikan penghargaan kepada orang, kelompok orang atau
lembaga yang berjasa di bidang lingkungan hidup;

meningkatkan kapasitas kelembagaan melalui peningkatan sumber
daya manusia, sarana dan prasarana;

melaksanakan pendidikan lingkungan bagi masyarakat melalui
pendidikan formal dan non formal;

mengembangkan dan menerapkan perangkat yang bersifat
preemtif, preventif, dan proaktif dalam upaya pencegahan
pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;

melaksanakan pembinaan dan evaluasi laboratorium lingkungan;
21



3

o. menilai kelayakan lingkungan bagi rencana usahg dan/y,
' ' u

kegiatan pem bangunar,
melakukan perlindungan ekosistem DAS, daratan, pesisi,j,

P dan pujau—pulau kecil;
q. meningkaﬂcandanmengembaﬂgkan kualitas lingkungan fisik day,
sosial;

. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pemantayg,
terhadap pelaksanaan ke giatan pengendalian lingkungan hidup,

melaksanakan penegakan hukum di bidang lingkungan hidup,

BAB V
KEWAJIBAN, HAK DAN PERAN SERTA MASYARAKAT

Bagian Pertama
Kewajiban Masyarakat

Pasal 10

(1) Setiap orang berkewajiban :
a. mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan

lingkungan;

b. berperan aktif dalam upaya pengelolaan, penanganan dan
pelestarian lingkungan hidup;

c. melakukan efisiensi penggunaan sumber daya alam dan
lingkungan hidup;

d.  melindungi nilai kearifan budaya lokal.

(2) Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan dan
@engaklbaﬂ{an”timbulnya pencemaran dan/atau kerusakan
lingkungan, wajib menanggung semua biaya penanggulangan,

ggﬁ;ﬁm lingkungan, dan kerugian kepada pihak yang terkend
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getiap Orang dalam melaksanakan usaha dan/atau kegiatan yang

- mpun yai potensi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan,
n:q iib memberikan laporan kepada Pemerintah Daerah.
Wi

Bagian Kedua
Hak Masyarakat

Pasal 11
Getiap Orang mempunyai hak :
yang sama atas lingkungan hidup yang baik dan sehat;
memperoleh dan menyebarkan informasi lingkungan hidup yang
benar dan akurat;
berpartisipasi pada proses pengambilan keputusan dalam
pengendalian lingkungan hidup;
ikut serta dalam melakukan pengawasan dan pengendalian
lingkungan hidup;
mendapatkan pelayanan perizinan lingkungan hidup yang
transparan;
melaporkan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan
hidup; '
menerima penggantian dan/atau menuntut pemulihan lingkungan
akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Bagian Ketiga
Peran serta Masyarakat

Pasal 12

(1) Masyarakat mempunyai kesempatan yang sama dan selgas—luasnya
~ untuk berperanserta dalam pengendalian lingkungan hidup.
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ertam asyarakat Scbagaln:xana dimaksug Pady
engan cara:

meningkatkan kemandirian, keberdayaan dan kemitraan;
buh kembangkan kemampuan dan kepeloporan,
tanggapsegel:aan dalam pengendajiy,
pencemaran Jan/atau kerusakan lingkungan hidup;

- emberikan saran pendapatdan apresiasi;
menyampaikan informasi dan/atau laporan yang dapg,

dipertanggung] awabkall;
meningkatkan pengawasan terhadap sumber pencemar da, /

atau perusak lingkungan hidup.

Pelaksanaan perans
akukand

a.

b. menum

. menumbuhkan Ke

BAB VI
KEMITRAAN DAN JASA LINGKUNGAN HIDUP

Bagian Pertama
Kemitraan Lingkungan Hidup
Pasal 13
(1) Pelaksanaan pengendalian lingkungan hidup dapat dilakukan
kemitraan dengan berbagai pihak.
(2) Kemitraan dengan berbagai pihak dalam pengendalian lingkungan
hidup dapat difasilitasi oleh Gubernur, Bupati/Walikota.

Bagian Kedua
Jasa Lingkungan Hidup

Pasal 14

() Sﬁtgiip pelaku' usaha dan/atau kegiatan yang memanfaatkan jasa
ungan hidup dalam proses produksi dan/atau kegiatannya
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| gung jawab sosial terhadap pelestarian

mcmpunyni tang

ﬁmgSl I ingkungan ludup
berwenang memerintahkan penanggung jawab usaha

@ Gul;i::ﬁr kegiatan untuk melaksanakan pelestarian fungsi
c.’ llrjk;mgaﬂ hidup terhadap kawasan yang berpengaruh langsgng
l‘t’:-; tidak langsung pada potensi sumberdaya alam, sebanding
sengan pemanfaatan jasa lingkungan hidup.

Gubernur menyerahkan kewenangan pengawasan atas
G) |aksanaan pelestarian fungsi lingkungan hidup sebagaimana
P i pada ayat (1) dan (2), kepada nstansi yang bertanggung
jawabdi bidang lingkungan hidup.
cara, bentuk dan besaran pengenaan jasa lingkungan hidup
ud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan

w:ij ib

4) Tata .
sebagaimana dimaks

Gubemur.

BAB VII
PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP

Bagian Pertama
Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup

Pasal 15
Gubernur mengkoordinasikan dan melaksanakan pengendalian

(1)
pencemaran lingkungan hidup pada sumber pencemar serta jenis

pencemar.
Pengendalian pencemaran lingkungan hidup pada sumber

(2)
pencemar sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan terhadap
usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan
pencemaran tanah, air permukaan, air tanah, laut, udara,
kebisingan, getaran, kebauan, dan radiasi.

3 . .
3) : eglgenfjaljan pencemaran lingkungan hidup pada jenis pencemar
€bagaimana *dimaksud ayat (1) dilaksanakan penanganan

terhadap :
25



(%)

(%)

(1)

(=)

{3)

N

tembah cair, limtbah padat, emisi, kebisingan, getaran kehg
-kebayy,

) Jan radiasi dari usaha danvatau kegiatan;

B recicd hahan Kimia pada tanah dan air, tanaman, baha Pt
dan pangan, an

¢ R-1sertalLimbah B-3;

4 bahan perusak ozon, di tempat asal bahan dan Pemakaiap ¢
tempat usaba dan’atau kegiatan; ‘
¢. pemasaran. penyimpanan dan penggunaan pestisida,
Pengendalian pencemaran lingkungan hidup sebagaim, -
dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) berdasarkan ketentuan byyg,
mutu lingkungan hidup dan peraturan perundang-undangan,
Tata cara pelaksanaan pengendalian pencemaran lingkungan hidup
schagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan
Peraturan Gubemur.

Pasal 16

Dalam meningkatkan pengendalian pencemaran lingkungan hidup,
Gubernur menumbuhkembangkan dan memfasilitasi penerapan
produksi bersth serta pengelolaan limbah secara terpadu.
Pengelolaan limbah secara terpadu sebagaimana dimaksud pada
avat (1), pelaksanaannya dapat dilakukan kerjasama dengan pihak
keupa sesuan dengan peraturan perundang-undangan.,

Tata cars dan pelaksanaan pengelolaan limbah secara terpadu
schagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan
Peraturan Gubernur,

Pasal 17

Crubemus wajib memfasilitasi pengelolaan limbah secara lerpadlf
terfactap saha danvatau kegiatan industri kecil dan/atau domestik sesual
dengan kemampuan daerah,
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V.

P
0w te

)

2

(3)

Pasal 18
an, pcnanggulangan dan pemulihan lingkungan yang
.emar wajib dilakukan oleh penanggung jawab usaha dan/atau
k ti*ltzm yang menimbulkan pencemaran.
ML

pelaksanaan pencegahan, p-enanggulangan dan pemulihan
ingkungan akibat pencemaran lingkungan hidup dilakukan evaluasi
ama para pemangku kepentingan yang terkait, untuk

chCg“h

penanganan lebih lanjut.

Pasal 19

Bupati/Walikota melaksanakan pengendalian pencemaran
lingkungan hidup berdasarkan sumber pencemar dan jenis pencemar
di wilayahnya.

Pelaksanaan pengendalian pencemaran lingkungan hidup
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan

Daerah Kabupaten/Kota.

Pengendalian pencemaran lingkungan hidup sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan ayat (2) berdasarkan ketentuan baku mutu

lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

Gubernur melaksanakan koordinasi, pembinaan, evaluasi dan

penge

(D)

ndalian penanganan limbah padat domestik lintas Kabupaten/Kota.
Pasal 21

Pelaksanaan pengendalian pencemaran lingkungan hidup,

berpedoman pada:

a. bakumutu air; “

b. bakumutuair limbah;

C. bakumutuair laut;



baky lembah B3

haku mutn udara emisi sumber bergerak;

balku muty udara emisi sumber tidak bergerak:

baly mutu wdara ambien;

ek tingkat kebtsingan:

baku tingkat getaran:
j.  baku tingkat kebauan;
k. baku tingkat radioaktivitas;
L nilai batas maksimum residu.

{2) Baku mutu atau nilai batas maksimum residu sebagaimang
dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang.
undangan.

L .

"'

Pasal 22
(1) Setap usaha dan/atau kegiatan yang membuang air limbah wajib -
a.  memilik zin pembuangan air limbah;
b mengolh semua air limbah dan membuang sesuai dengan baku
muty yang dipersyaratkan;
¢ melsporkan hasil pengolahan air limbah meliputi debit, kadar,
dan beban pencemaran secara berkala paling lama 1 bulan
sekalt kepada Gubernur dan Bupaty/Walikota;
d. memiliki unit organisasi yang berfungsi dalam penanganan
pengelolaan lingkungan hidup.
¢ memiliki manajer lingkungan dan tenaga operator [nstalast
Pengolahan Air Limbah yang bersertifikat;
(2) Jenis usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat
( 1) sesuar dengan peraturan perundang-undangan.
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(1)

2)

3)

“)

(%)

(6)

Pasal 23

Gubernur mengkoordinasikan, mengevaluasi, mengawasi dan
memantau pengelolaan B3 dan Limbah B3

Setiap pelaku usaha dan/atgfl kegiatan yang dalam aktifitasnya
menghasilkan limbah B3 wajib memiliki :

a. izinpenyimpanan;

b. izinpengumpulan;

c. izinpengangkutan;

d. izin pemanfaatan;

e. izinpengolahan;

f izin penimbunan.

Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh
instansi yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-

undangan.

Setiap usaha dan/atau kegiatan yang dalam proses produksinya
menggunakan B3 dan/atau menghasilkan limbah B3, wajib
menyusun neraca bahan dan limbah B3, melakukan upaya

pengurangan, pengolahan dan/atau penimbunan sesuai ketentuan
yang berlaku.

Setiap pelaku usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan limbah
B3 hanya diperbolehkan menyimpan sementara di lokasi
kegiatannya paling lama 90 (sembilan puluh) hari, dan wajib segera
mengirim ke pengumpul atau pemanfaat atau penimbun atau
pengolah yang telah memiliki izin.

Setiap pelaku usaha dan/atau kegiatan bertanggungjawab atas
segala resiko yang terjadi karena akibat kegiatan penyimpanan,
pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan,

penimbunan B3 dan limbah B3 .
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"NGK

W
Setiap pelaku usaha dan/atau kegiatan, wajib mc‘apork \
pengelolaan limbah B3 kepada Gubernur dan Bupalifwank;r; \

sckurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali.

Pasal 24

Gubernur menyusun kebijakan pengendalian pencemaran udars
dengan menetapkan :

baku mutu udara emisi sumber bergerak dan tidak bergerak
baku mutu udara ambien, baku tingkat kebisingan, getarap

serta kebauan;
b. status mutuudara ambien;
c. indeks standar pencemar udara.

(2) Gubernur mengkoordinasikan dan melaksanakan pengendaljan
pencemaran udara yang meliputi pemantauan, pengawasan,

el penaatan, evaluasi dan pelaporan.

Beat

(1

a.

? Pasal 25
(1) Setiap pelaku usaha dan/atau kegiatan darn sumber tidak bergerak
yang mengeluarkan emisi wajib :
a. melakukan upaya pengendalian pencemaran udara sumber
tidak bergerak;
b. menaati ketentuan baku mutu udara ambien, baku mutu udara
emisi dan baku tingkat gangguan;

c. melaporkan hasil pemantauan kualitas udara kepada Gubermur
dan Bupati/Walikota paling lama setiap 3 (tiga) bulan sekal
secara periodik.

(2) Setiap pelaku usaha dan/atau kegiatan dari sumber bergerak yang
mengeluarkan emisi wajib :
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3)

)

(1)

mclaksanakan pemeriksaan dan mentaati ambang batas emisi

gas buang:
b melaporkan hasil pemeriksaan emisi gas buang kepada
" Gubernur dan Bupati/Walikota paling lama setiap 3 (tiga)

bulan sekali secara periodik.
Gubernur mendorong masyarakat untuk melakukan upaya
pmmmanemisi gas buang melalui gelika v
rammhnglqmgan penggunaan

pengendalian pencemaran udara sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilaksanakan sesual dengan peraturan perundang-

undangan.

Bagian Kedua
Pengendalian Kerusakan Lingkungan Hidup

Pasal 26
Gubemnur mengkoordinasikan dan melaksanakan pengendalian
kerusakan lingkungan hidup terhadap :

a. lahan;

b. lahan bekas penambangan;

c. sumber air, situ, danau, waduk dan sungai;
d. pesisir, laut dan pulau-pulau kecil;

e. ruang terbuka hijau;

f kawasan hutan;

g kawasan lindung;

h. kawasan yang rawan bencana;

L keanekaragaman hayati dan non hayati.

2) Pengendalian kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud
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)

-

pada ayat (1) dilaksanakan dengan p_cndekatan penanganan teky;
dan pendekatan sosial, ekonomi serta budaya masyarakaq

setempat.
Pelaksanaan pengendalian kerusakan lingkungan hidup

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengay,
kondisi ekosistem dan masyarakat setempat.

Pasal 27

Gubernur memfasilitasi dan menumbuhkembangkan peranserta
masyarakat dalam melakukan upaya pencegahan, penanggulangan dan
pemulihan kerusakan lingkungan hidup.

(1)

(2)

€

(1)
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Pasal 28 .
Gubernur berwenang menetapkan kriteria baku kerusakan
lingkungan hidup sesuai peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan kriteria baku kerusakan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Gubernur menetapkan status kondisi kerusakan

lingkungan.

Penetapan status kondisi kerusakan lingkungan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 29

Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya melaksanakan
pengendalian kerusakan lingkungan hidup terhadap :

a. lahan;
b. lahan bekas penambangan;
C. sumber air, situ, danau, waduk dan sungai;

d. pesisir, laut dan pulau-pulau kecil;



V

uang terbuka hijau kota;
e. rualle !

kawasan hutan;

kawasan lindung;
kawasan yang rawan bencana alam;

{.
2.
h.
. keanckaragaman hayati dan non hayati.
) pelaksanaan p.engendalian kerusakan lingkungan hidup
 gebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diatur dengan
peraturan daerah atau peraturan bupati/walikota.

Pasal 30

Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib melakukan
pencegahan, penanggulangan dan pemulihan kerusakan lingkungan

hidup.

Pasal 31

Koordinasi pelaksanaan pencegahan, penanggulangan, pemulihan akibat
pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud
pada Pasal 15 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Pasal 18, Pasal 24 ayat
(2) dan Pasal 26 ayat (1), Gubernur menugaskan kepada instansi yang

bertanggungjawab di bidang lingkungan hidup. ‘

BAB VIII
KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 32

Gul3Cl‘nur' menyusun kebijakan pengendalian lingkungan hidup, dengan
Mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan serta
Memperhatikan hasil ;
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kajian potensi dan permasalahan sumber daya alam dan lingkungan

hidup; )
angan rekayasa teknologi pengelolaan

b. penelitiandan pengem-b :
sumber daya alam dan lingkungan hidup.

d.

Pasal 33

cana usaha dan/atau kegiatan yang menimbulkan dampak

(1) Setiapren : T
ib dilengkapi dengan Kajian

terhadap lingkungan hidup waj

lingkungan. | |
gkungan hidup sebagaimana dimaksud pada

(2) Dokumen kajian lin
ayat (1) dapat berupa AMDAL atau UKL dan UPL atau SPPL.

(3) Rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan
AMDAL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sesuai

dengan peraturan perundang-undangan.

(4) Rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan
UKL dan UPL atau SPPL sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 34
(1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang diperkirakan menimbulkan
dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup wajib
memiliki AMDAL setelah mendapatkan izin lokasi.

(2) Bagi rencana usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib memiliki
AMDAL diwajibkan menyusun UKL dan UPL setelah

mendapatkan izin lokasi.

(3) Ketentuan penyusunan AMDAL, UKL dan UPL sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.

(4) Setiap'usaha dan/atau kegiatan diluar sebagaimana dimaksud pada *
ayat (1) dan ayat (2) wajib membuat SPPL.
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(1)

)

1)

(2)

(3)

Pasal 35

Gubernur atau Bupati/Walikota dan/atau masyarakat dapat
mengusulkan secara tertulis kepada Menteri yang bertanggung

jawabdi bida_ng lin_ghmgan hidup, dalam hal terdapat rencana usaha
dan/atau kegiatan tidak termasuk wajib AMDAL tetapi mempunyai
dampak besar dan penting terhadap lingkungan.

Gubemur atau Bupati/Walikota, berdasarkan pertimbangan ilmiah
mengenal daya dukung dan daya tampung lingkungan serta tipologi
ekosistem setempat diperkirakan berdampak penting terhadap
lingkungan hidup, dapat menetapkan rencana usaha dan/atau
kegiatan wajib AMDAL yang skala besarannya lebih kecil dari
yang tercantum dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

Untuk menilai dokumen AMDAL dibentuk Komisi Penilai AMDAL
Daerah dan Kabupaten/Kota sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.

Susunan keanggotaan Komisi Penilai AMDAL Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan
Gubemnur,

Susunan keanggotaan Komisi Penilai AMDAL Kabupaten/Kota
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan
Bupati/Walikota.

Pasal 37

Setiap penanggung jawab rencana usaha dan/atau kegiatan sebelum
menyusun AMDAL wajib mengumumkan kepada masyarakat dan
melakukan konsultasi publik.
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Pasal 38

dan/atau kegiatan yang telah beroperas;i dan
aran dan/atau kerusakan lingkungan

hidup dan tidak memiliki dokumen AMDAL atau ‘UKLfUPL waiib
menyusun Dokumen Kajian Dampak Iingkungan Hidup.

’ Pasal 39

Tata cara pengumumar, konﬁultasi publik dan pembuatan dokumen
kajian dampak lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dan

Pasal 38 diatur dengan Peraturan Gubemnur.

Penanggung] awab usaha
- menimbulkan pencem

BAB IX
y PENGUATAN KELEMBAGAAN LIN GKUNGAN HIDUP
Vi Pasal 40

) (1) Penguatankelembagaan lingkungan hidup dilaksanakan pada
institusi Pemerintah Daerah, Kabupaten/Kota, dunia usaha,
perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat dan masyarakat.

Penguatan kelembagaan lingkungan hidup pada institusi Pemerintah
D.aerah dan institusi Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat difasilitasi oleh Instansi yang

bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup.

@)

Pasal 41

(D II(’en.guatan. kelembagaan lingkungan hidup pada usaha dan/atau
eglatan dlil{g;lian pada unit kerja yang menangani pengelolaan
() Ins;clallfnsi. yang be@gmg jawab di bidang lingkungan hidup
me a§mt351 pc?lanhan bagi manajer lingkungan dan tenaga teknis
sebagaimana dimaksud pada ayat (1). -
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belum optimal mclaksa{mkml pengendalian pencemaran dan/atay
kerusakan Jingkungan hidup;

kurang mentaati dan/atau bel
pengendah'an lingkungan hidup.

um melaksanakan kewajibap

Pasal 46
£ dan disinsentif sebagaimana dimaksuq
5 diatur dengan Peraturan Gubernur.

© Tata cara pemberian insen
dalam Pasal 44 dan Pasal 4

BAB XI

PENYELESAIAN SENGKETAL
Pasal 47

engkoordinasikan penanganan dan penyelesaian

INGKUNGAN HIDUP

(1) Gubernur m
sengketa pemanfaatan sumber

lintas Kabupaten/Kota.
Penyelesaian sengketa lingkungan hidup sebagaimana dimaksud

2)
adaayat (1) dilaksanakan melalui musyawarah atau mediasi

p

Pasal 48
(1) Penyelesaian sengketa lingkun ' i
ng| gan hidup dapat dilakuk

lemba(giz-i liaenyedla jasa penyelesaian sengketa lingkungazn hf;zg

yang dibentuk oleh I I

Tt eh Gubernur/Bupati/Walikota dan atau
2) (Ii,iebzzlbtiia penyedia jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang

o nbe rt;)Illeh Gub?mur/Bupati/Wa]ikota berkedudukan di instansi

g ggung jawab di bidang lingkungan hidup |
3) c%ii;?btiglf plenyedia jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang
n
oleh masyarakat dengan akta notaris.
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I

(4) Dalam hal lembaga penyedia jasa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) tidak menghasilkan kesepakatan, ' maka para pihak yang
bersengketa dapat mengajukan gugatan perdata ke pengadilan
sesual peraturan perundang-undangan.

BAB X1I
LARANGAN

Pasal 49

- Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dilarang :
melakukan aktivitas sebelum memiliki dokumen kajian lingkungan;

melakukan pembuangan limbah ke lingkungan tanpa melalui

pengolahan terlebih dahulu; |
membuang limbah melampaui baku mutu lingkungan sebagaimana
ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
d. melakukan pembuangan, penyimpanan, penimbunan, pengolahan,
atau pengangkutan limbah B3 tanpa dilengkapi dengan izin dari
pejabat yang berwenang;
melakukan pengembangan usaha dan/atau kegiatan yang telah ada
pada kawasan lindung tanpa melakukan kajian atau penelitian serta
persetujuan dari instansi yang berwenang.

a.
b.

BAB XIIT
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 50
(1)

Pemerintah Kabupaten/Kota.

Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib

melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengendalian
lingkungan hidup secara periodik serta melaporkan hasilnya kepada
instansi yang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup dan



APy Py g .
dan Pemerintzh Labupagsy

(2) Pemerintah Daerah i vengendiion
gy dzn ez W PTICLZE ity o -

snielakszrikan mONRITn; pen
hidug secara terpadis, oK, das proric A Sl VTS iy o,
kegiztan.
(1) Pelaksanaan monitonng dzn ezt :-*,sfrzgzirrz::z Gty 1,
ayat (1)danzyat(2) dintur dengan Perauran Gubrrmu, ’
BAB X1V
SANKSI ADMINISTRASS

Pasal 51

(] ) (1' !b iU W‘”M g mf:njﬁl.!hkzﬂ Saﬂkﬂi [‘:d’!ﬁ iﬁ’fﬁg{’ﬂ‘j kﬁ',ﬁf}a

peranggung jawab wzha dan/az kegiztzn yang melangger Pay
10, Pasal 18, Pasal 22 ayat (1), Paszl 23 ayat (2), zy28(4), zym
(5), ayat (6) dan (7), Pasal 25 zyzt (1) dzn avat (2), Paszl é,«';‘
Pasal 33 ayat (1), ayat (2) dan ayst (3), Pasal 34 ayzi (1), ava
(2), dan ayat (4), Pasal 37, Pasal 3%, Paszl 49 dan Pzsal 50 vt
(1) Peraturan Daerah ini. ’
(2) SanksiAdministrasi sebagaimanz dimaksud pada zyat(1) dzpe
diberikan berupa: ]
4. peringatan;
b. paksaan Pemm*irﬂahm terhadap penanggung javab uszha dan/
atau kegiatan;
¢. uang paksa;
d. - pengusulan pencabutan atzu pembatalan perizinan uszha dzo/
atau kegiatan;
€. pencabutan atau pembatalan perizinan atau pembatalan usznz
dan/atau kegiatan,
(3) gc'm l'vcrian ganksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayal
) dikenakan setelah mendapat laporan dari PPLHD.

N




(4) Tatacara pemberian sanksi administrasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 52

Bumti/Walik-ota berwenang menjatuhkan Sanksi Administrasi kepada
penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan peraturan

pcnmdang-lmdangan.

BAB XV
PENGAWASAN LINGKUNGAN HIDUP

Bagian Pertama
Pengawasan Lingkungan Hidup
Pasal 53
(1) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan

kewenangannya, melaksanakan pengawasan terhadap usaha dan/
atau kegiatan yang menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan

lingkungan hidup.

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan pada

upaya :

a. pengendalian air limbah, emisi, kebisingan, kebauan, getaran
dan radiasi;

b. pengelolaan B3 danlimbah B3;

c. pengendalian residu bahan kimia;

d. pemulihan akibat pencemaran limbah B3;

¢. pelaksanaan sistem tanggap darurat;

f  pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup bagi kegiatan

yang telah mempunyai dokumen kajian lingkungan;

g pengelolaan pemanfaatan lahan,
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h. pengelolaan kawasan hutan;

i  pengelolaan kawasan lindung;
j.  Pengelolaan keanekaragaman hayati dan non hayatj_

(3) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayqy Q)
di Daerah, dilaksanakan secara terpadu dengan mendasarkap, %
informasi, laporan, hasil pemantauan dan evaluasi, yang tata Carany,
diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pelaksana pengawasan bidang lingkungan hidup di Daerah, dan
Kabupaten/Kota dilakukan oleh PPLHD sesuai dengan Peraturan
perundang-undangan.

(4)

Bagian Kedua
Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah

Pasal 54

(1) PPLHD berwenang untuk melaksanakan pengawasan terhadap
penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dalam mentaatj

peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup.

(2) PPLHD dalam melaksanakarn tugas pengawasan wajib menyusun
berita acara pengawasan dan melaporkan kepada pejabat yang
berwenang untuk ditindaklanjuti.

(3) Apabila ditemukan unsur bukti cukup kuat adanya tindak
pelanggaran Peraturan Daerah 1ni, PPLHD merekomendasikan
kepada pejabat yang berwenang untuk dilakukan penyelidikan oleh
PPNS.

(4) Dalam hal dari hasil pengawasan ditemukan unsur bukti cukup
kuat adanya tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-
Undang Lingkungan Hidup, PPLHD merekomendasikan kepada
pejabat yang berwenang untuk dilakukan penyelidikan oleh PPNS
lingkungan hidup. '
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BARB XV1
KETENTUANPENYIDIKAN

Pasal 55

(1) PPNS berwenang melakukan penyidikan terhadap pelanggaran
atas Peraturan Daerah ini.
Wewenang PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

2)

(3)

a.

menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang
adanya tindak pidana;

melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian
dan melakukan pemeriksaan;

menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda
pengenal diri tersangka;

melakukan penyitaan benda atau surat;

mengambil sidik jari dan memotret seseorang;

memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai
tersangka atau saksi;

mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya
dengan pemeriksaan perkara;

mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat
petunjuk dari Penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup
bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana
dan selanjutnya melalui Penyidik POLRI memberitahukan hal
tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya;

mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat
dipertanggung jawabkan.

PPNS dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (2), wajib meminta bantuan kepada PPLHD

dan/atau PPNS lingkungan hidup.
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(4) Dalam pelaksanaan tugas scbagaimana dimaksud pada aya (1),
avat (2), dan ayat (3), PPNS wajib menyusun 1?cr1ta acara atag
sétiap tindakan pemeriksaan .tempat kejadian, saksi, dan
tersangka, serta melaporkan hasilnya kepada Gubernur melajy;

pejabat Instansi yang bertanggung jawab di bidang lingkungap,
hidup.
- Pasal 56

Dalam melaksanakan kewenangan sebagai PPNS s?bagaimana
dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2), wajib menyerahkan hasil penyidikan

kepada penuntut umum melalui Penyidik POLRL

Pasal 57

Dalam hal diduga terjadi tindak pidana sebagaimana diatur dalam
Undang-Undang Lingkungan Hidup, PPNS lingkungan hidup sesuai
wewenang khusus yang diberikan oleh Undang-Undang, melakukan

penyidikan atas tindak pidana lingkungan hidup.

BAB XVII
KETENTUAN PIDANA
Pasal 58

(1) Penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang melanggar
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, diancam pidana
dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda
paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan
tidak merampas barang-barang tertentu untuk Daerah, kecuali
ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.

(2) Dalam hal sanksi administrasi sebagaimana dimaksugd dalam Pasal
51ayat(2) hurufa sampai dengan huruf c masing-masing maupun



©)

1)

@

N
‘a. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara;

2)

'melakukan pelanggaran, berlak

ak 3 (tiga) kali dan masih

kumulatif telah diberikan sebany
u ketentuan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1).
Tindak pidana sebagaimana dimaksud

adalah pelanggaran.

padaayat (1) dan ayat (2)

Pasal 59

Jika pelanggaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 58 ayat (1)
dan ayat (2) mengakibatkan terjadinya pencemaran dan/atau
kerusa!mn hng-kungan hidup, diancam dengan ketentuan pidana
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Lingkungan Hidup.

Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
kejahatan.

BAB XVIII
PEMBIAYAAN
-, Pasal 60 |
Sumber Anggaran untuk pembiayaan pengendalian lingkungan
hidup meliputi : | |

b. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
c. Sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Pembiayaan pengendalian lingkungan hidup sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) berdasarkan proporsionalitas, urgensi,

rasionalitas dan kompetensi.
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BAB XIX
KETENTUAN PERALIHAN [

Pasal 61

(1) Selambat-lambatnya 1 (satu) Fahun setelah berlakunyy Per.
Dacrah ini, setiap penanggung jawab usaha dan/atau keg; ata::lt:;a“
jib

menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.
(2) Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan selam
Jambatnya 1 (satu) tahun sejak diundangkan. bat.

BAB XX
KETENTUANPENUTUP
Pasal 62

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Dae
Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 1990 tentay,

Pengelolaan Lingkungan Hidup di Provinsi Daerah Tingkat I Jawg
Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah
Tahun 1990 Nomor 9 Seri D Nomor 9) dicabut dan dinyatakan tidak

berlaku.

Pasal 63

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah

Provinsi Jawa Tengah.
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Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 27 Juli 2007
GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

MARDIYANTO

yiundangkan di Semarang
yada tanggal 27 Jul1 2007
s EKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH
ttd

MARDJIJONO

EMBARAN DAERAH PROVINSI JAWATENGAH TAHUN
b07 NOMOR 5 SERI E NOMOR 2
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